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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat hukum 

 

1. Penulis berpendapat bahwa, kedudukan hukum perjanjian pada pinjaman 

online yang tidak memiliki legalitas resmi dari Otoritas Jasa Keuangan 

adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana 

diatur  dalam KUH Perdata Pasal 1320. Dalam perjanjian tersebut terdapat 

syarat-syarat subjektif yang tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut 

dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam 

perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sehingga perjanjian 

tersebut batal demi hukum. Secara tegas dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian yang dilakukan oleh Pinjaman Online Ilegal adalah cacat 

hukum. 

2. Penulis berpendapat bahwa, perlindungan hukum data pribadi telah diatur 

dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi 

peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak 

penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, 

keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam 

pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi 

kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

48 
 

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data 

pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.  

3. Penulis berpendapat bahwa, perbuatan Debt Collector yang melakukan 

penagihan dengan cara menyebarkan data pribadi nasabah termasuk 

tindakan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tindakan 

tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis sampaikan maka penulis 

merekomendasikan kepada Saudara Jonatan untuk menempuh jalur hukum 

untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran data pribadi yang dialami 

dengan cara: 

1. Membuat laporan polisi dengan menyertakan bukti bukti pelanggaran data 

pribadi oleh debt collector 

2. Membuat aduan ke Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengawasan 

yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi korban pinjaman online 

illegal. 
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3. Membuat aduan ke Kementrian Komunikasi dan Informatika agar 

melakukan pemblokiran akses sepenuhnya terhadap aplikasi pinjaman 

online illegal  

4. Melakukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang di lakukan 

oleh Debt Collector agar menjadi perhatian serius perusahaan yang 

memperkerjakan Debt Collector. Gugatan perdata ini sebagai bentuk 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Saudara Jonatan, Saudara 

Jonatan dapat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri untuk 

memperoleh perlindungan hukum. 
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